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ABSTRAK :  - bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum dan efektifitas dalam memberikan pelayanan 
terhadap pengeluaran kendaraan bermotor dalam bentuk jadi (completely built up) sebagai barang 
impor untuk dipakai, dan sesuai ketentuan Pasal 10A ayat (7) huruf a dan Pasal 10B ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengeluaran 
Barang Impor untuk Dipakai Berupa Kendaraan Bermotor dalam Bentuk Jadi (Completely Built Up); 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      UU No. 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 75, TLN No. 3612) sebagaimana telah diubah dengan 
UU No. 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 93, TLN No. 4661);  

     - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Ketentuan mengenai pengeluaran barang impor yang diilnpor untuk dipakai berupa Kendaraan 
Bermotor dalam bentuk jadi (completely built up) dari Kawasan Pabean atau tempat lain yang 
dipersamakan sebagai Kawasan Pabean dilakukan dengan menggunakan pemberitahuan pabean 
impor. Jenis Kendaraan Bermotor tersebut yaitu: 

a. tractor head atau Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Sub Pos 8701.20 Buku 
Tarif Kepabeanan Indonesia;  

b. mobil bus atau Kendaraan Bermotor roda empat atau lebih untuk penumpang 10 (sepuluh) 
orang atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pos.87.02 Buku Tarif Kepabeanan Indonesia; 

c. mobil penumpang atau Kendaraan Bermotor roda empat atau lebih untuk penumpang kurang 
dari 10 (sepuluh) orang sebagaimana dimaksud dalam Pos.87.03 Buku Tarif Kepabeanan 
Indonesia;  

d. mobil barang atau Kendaraan Bermotor roda empat atau lebih untuk pengangkutan barang 
sebagaimana dimaksud dalam Pos.87.04 Buku Tarif Kepabeanan Indonesia; 

e. Kendaraan Bermotor khusus atau Kendaraan Bermotor selain yang terutama dirancang untuk 
pengangkutan orang atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pos.87.05 Buku Tarif 
Kepabeanan Indonesia; dan  

f. sepeda motor atau Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pos.87.11 Buku Tarif 
Kepabeanan Indonesia. 

    

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, atas Impor Kendaraan Bermotor yang telah diajukan 
pemberitahuan impor barang yang telah mendapatkan nomor pendaftaran sebelum berlakunya 
Peraturan Menteri ini, pemrosesan surat keterangan pengimporan Kendaraan Bermotor 
dilaksanakan secara manual melalui formulir yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan 
Cukai. 

  - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) bali terhitung sejak tanggal 
diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 27 Desember 2019. 

  - Lampiran halaman 15-28. 

 


